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ABSTRACT

The development of the economy today is growingllsgpihich has an

impact on the lives of people who need fuel oilNBBor daily needs for
their survival. Economic development in general dandthe field of

industry and national trade in particular has pramhd a variety of goods
and / or services that can be consumed.

The emergence of mini pom phenomena is not a fawedsthat have
arisen among the people. The tools that are in imams that are sold in
general do not deny causing a particular concerakalta Ministry of
Trade recognizes the existence of mini poms wajdtie rules. But apart
from legal issues, they urge the public not to betail gasoline at the
mini pump, if it is not forced to due to inaccuradesing can harm
consumers.

the problems in this study are: (1) What is thedld®psition of the sale of
mini pom fuel according to the applicable laws amdulations ?; (2)
How is Pertamina Oil Sales Supervision Relateddaastmer Protection?

The conclusions of this study are: (1) The salBarh Mini Fuel is not in
accordance with the Law, because it is not in adaace with the
standards listed in Law Number 2 of 1981 concerriiegal Metrology
and PerBPH Oil and Gas Number 6 years 2015; andAg)is known,
Pom Mini retail oil seller is an illegal and unlawfbusiness activity that
may be subject to criminal sanctions.

Keywords. Fuel Oil Sales, Mini Pom
ABSTRAK
Perkembangan perekonomian pada zaman sekarangisemesakt, yang

berdampak dalam kehidupan masyarakat yang memiarnubdéhan bakar
minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari guna kgumgan hidupnya.
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Pembangunan perekonomian pada umumnya dan di bgEmglustrian
dan perdagangan nasional pada khususnya telah amlkgin berbagai
variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi.

Munculnya fenomena pom mini tidak sedikit isu yabgrmunculan
dikalangan masyarakat. Alat yang ada di pom miaingydijual secara
umum tidak dipungkiri menimbulkan suatu kekhawatitarsendiri. Pihak
Kementrian Perdagangan Jakarta mengakui keberagmenm mini
melanggar aturan. Namun terlepas dari persoalanurhukmereka
menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensiraea pom mini,
apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakdaktakuratnya takaran
dapat merugikan konsumen.

permasalahan dalam penelitian ini adalah : (1)aBagnakah Kedudukan
Hukum penjualan bahan bakar minyak (BBM) pom minenorut
peraturan perundang- undangan yang berlaku?; @jaiBianakah
Pengawasan Penjualan BBM Pertamini Berkaitan demgaitindungan
Konsumen ?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : (1) Petgna Bahan  Bakar
Minyak (BBM) Pom Mini tidak sesuai menutdhdang-berlaku,
karena tidak sesuai standar dengan aturan yangntarn didalam
Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologgal dan
PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015; dan (2) Sebagaamgang
diketahui, penjual minyak eceran Pom Mini adalagidan usaha yang
ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapanaklan sanksi
pidana.

Kata Kunci : Penjualan Bahan Bakar Minyak, Pom Mini

|. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yamgpumyai
kekayaan alam yang berlimpah ruah. Kekayaan alesaliet semata-mata
untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesiaa seewujudkan
masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pénaesn Undang-
Undang Dasar 1945. Minyak dan Gas Bumi merupakdah saatu
kekayaan alam terbesar yang dimiliki IndonesiatdPaipangan, Indonesia
menghasilkan Minyak dan Gas Bumi yang merupakarbsumaya alam
strategis, serta merupakan komoditas vital yang goesai keperluan
hidup orang banyak. Komoditas ini juga mempunyaiapan penting
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dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaarmayus dapat
secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesegahteakyat.

Bahan Bakar Minyak adalah salah satu unsur vitagy@iperlukan
dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baikedara-negara
miskin, negara-negara berkembang maupun di negayaa yang telah
berstatus negara maju sekaliptiffemanfaatan Bahan Bakar Minyak
(BBM), dewasa ini tidak saja berimplikasi pada lean-kebijakan luar
negeri suatu negara yang berpengaruh signifikdmadap pertumbuhan
ekonomi negara itu sendiri, namun juga berdampalraeglobal yang
mengakibatkan penderitaan umat manusia,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tal®4b
menempatkan pengelolaan Sumber Daya Alam padatiatefasal 33.
Berdasarkan ketentuan itu, dibentuklah Undang-Ugddéomor 22 Tahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undangneanggantikan
Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentangafédngan
Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tah@&2ltentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndamgagnNomor 2
Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Mahie
Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-Undang NomoraBum 1971
tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Begdra yang
dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangaha pertambangan
minyak dan gas bumi saat itu.

Perkembangan perekonomian pada zaman sekarangisgreshit,
yang berdampak dalam kehidupan masyarakat yang otahan bahan
bakar minyak (BBM) untuk keperluan sehari-hari gutedlangsungan
hidupnya. Pembangunan perekonomian pada umumnyadidédang
perindustrian dan perdagangan nasional pada khysustelah
menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jgsag dapat
dikonsumsi.

Kondisi demikian yang dapat memberikan keuntungaagi b
konsumen, karena dapat terpenuhi kebutuhan akamdpalan/atau jasa,
serta semakin banyak kebebasan memilih berbagaammgenis dan
kualitas barang/atau jasa sesuai dengan yang thkarnu

Di sisi lain, kondisi tersebut dapat berdampak hagjaku usaha
dengan konsumen yang menjadikan tidak seimbangctioya SPBU di
tengah- tengah masyarakat melahirkan persaingahauda Indonesia
semakin ketat. Banyak masyarakat mencari inovasi batuk menarik
minat beli konsumen dengan memunculkan berbagaiamaproduk

! BPH Migas,Komoditas Bahan Bakar Minyak (BBMPenerbit BPH Migas R,
Jakarta, 2005.
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unggukan yang dapat menambah penghasilan mereka.

Kemudian dalam beberapa tahun ini bermunculan peleku usaha
berbondong-bondong menjual bensin eceran kepadganakst dengan
menggunakan alat yang hampir sama dengan di teG#aU yaitu alat
pengisian bahan bakar minyak atau yang biasa disetmrle dengan
memakai hama pom bensin mini. Tanpa harus per§R&U, konsumen
dapat melakukan pembelian bensin menggunakan néemebut. Hal
tersebut merupakan keuntungan tersendiri bagi koesuyang ingin
mengisi bensin kendaraan mereka dengan menggunpkam mini
ketimbang mengisi dengan botol yang biasa dijuadagang bensin
eceran.

Dengan alat yang sama, akan tetapi harga yangaphtat oleh
penjual bensin pom mini berbeda dengan yang bedaddaPBU, juga
menimbulkan spekulasi jadi apa bedanya usaha pamdangan bensin
eceran ?.

Munculnya fenomena pom mini tersebut, tidak sedikid yang
bermunculan dikalangan masyarakat. Alat yang adpodi mini yang
dijual secara umum tidak dipungkiri menimbulkan tau&ekhawatiran
tersendiri. Pihak Kementrian Perdagangan Jakartagakelii keberadaan
pom mini melanggar aturan. Namun terlepas darigadas hukum, mereka
menghimbau masyarakat agar tidak membeli bensiraeai pom mini,
apabila tidak dalam kondisi terpaksa dikarenakdaktiakuratnya takaran
dapat merugikan konsumen.

Ketidakamanan yang ada di pom migiga mengakibatkan
masyarakat merasa khawatir. Karena pelaku usahasdra industri pom
mini tersebut adalah warga sendiri maka banyakmidikan pelaku usaha
merokok dan membuang puntung rokoknya sembarangeksebut tidak
sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 taB98 1entang
Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa komsioehak atas
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam meoghksinbarang
dan/atau jasa.

Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa penjualNBBom mini
lebih menyukai berjualan ketimbang berjualan dengatol seperti yang
sudah banyak ditemui dipinggir jalan. Dengan alasatara lain seperti;
lebih praktis, lebih gampang, modal cepat kembialny sebagainya.

Usaha pom mini diperbolehkan apabila berstatus gseb&ub
Penyalur sebagaimana dijelaskan didalam Pasal P¢MPH MIGAS
Nomor 6 tahun 2015, sebagai berikut:

2 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang PerligainiKonsumen.
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“Sub penyalur adalah perwakilan dari sekelompok dwmen
pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM KkuBenugasan di
daerah yang tidak terdapat Penyalur dan menyalurB&M hanya khusus
kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkalard peraturan ini
yang dimana wilayah operasinya berada.”

Sub penyalur dilakukan dan disetujui sendiri olemBrintah Daerah
Setempat berdasarkan aturan didalam pasal 4 daerBPHA MIGAS
Nomor 6 tahun 2015,

Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi telah mengatierkean
mengenai izin usaha kegiatan usaha hilir. 1zin asakrupakan izin yang
diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sésngan kewenangan
masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usahagofadan,
pengangkutan, penyimpangan dan/atau niaga, setet@menuhi
persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yangyasegkut kepentingan
daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, sdtatkn usaha dimaksud
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Apabila pelaku usaha memiliki izin usaha sebagéh 8enyalur,
maka dapat dipastikan keamanan dan kejujuran dptaktek penjualan
tersebut tidak akan membuat khawatir konsumen yaegisi kendaraan
bermotor mereka dengan pom mini tersebut. Terlelpaisapakah pelaku
usaha tersebut memiliki izin usahanya atau tidagabda terdapat
kecurangan didalam takaran ketika melakukan prgsagualan dan
pembelianlah yang menjadikan praktek penjualan Biivh mini dilarang
secara yuridis.

Di Kabupaten Kutai Timur sendiri bisnis Pom Minidsin semakin
manjamur, dapat ditemui dengan mudah. Ketidakjaelagturan dari
pemerintah secara tertulis pun membuat para peRjoal Mini semakin
banyak ditemui di Kabupaten Kutai Timur. Meskipwbbrapa dari mereka
mengaku sudah mengantongi izin usaha dari LurahpomaRT/RW,
nyatanya Dinas Perizinan tidak pernah sekalipunema berkas izin
usaha mereka, dan bisnis pom mini yang mulai dithimasyarakat luas
khususnya di Kabupaten Kutai Timur sepertinya p@duhatian khusus
karena banyaknya usaha penjualan BBM menggunaken Niai tanpa
izin yang benar.

B. Rumusan dan Pembatasan masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebutatas,
permasalahan dalam penelitian ini adalah :

% PerBPH MIGAS Nomor 6 tahun 2015 tentang Penyaldeanis Bahan Bakar Minyak
Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus PenugasanRetah Yang Belum
Terdapat Penyalur
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1. Bagaimanakah Kedudukan Hukum penjualan bahan bakayak
(BBM) pom mini menurut peraturan perundang- undangang
berlaku?

2. Bagaimanakah Pengawasan Penjualan BBM PertaminkaBan
Dengan Perlindungan Konsumen ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui Kedudukan Hukum penjualan bah&arbainyak
(BBM) pom mini menurut peraturan perundang- undangang
berlaku.

2. Untuk mengetahui Pengawasan Penjualan BBM PertdBairkaitan
Dengan Perlindungan Konsumen.

3. Untuk menentukan alternatif pemecahan masalah ggdin
permasalahannya segera dapat diatasi.

4. Untuk memberikan saran-saran yang mendukung lanigketkah
pemecahan masalah.

II. KERANGKA DASAR TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Bahan Bakar Minyak
1. Pengertian Bahan Bakar Minyak
Bahan Bakar Minyak menurut Undang-undang Nomor 22
Tahun 2001 tentang Minyak dan gas Bumi (Migas),aPas
ayat (4) yaitu :
“bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari akiny
bumi.”
Sedangkan minyak bumi menurut Pasal 1 ayat 1 Undang
Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan ga%iB
adalah:
“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmofer berupa dasa
atau padat, termasuk aspal, lilin mineral, atauk@adb
dan Bitumen yang diperoleh dari proses penambangan,
tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan
Hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang dipérole
dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan usahateey
migas”.

Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa

inggris yaitucrude oil sedangkan istilah gas bumi berasal
dari terlemahan bahasa inggris, yaitiural gas. Pengertian
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minyak bumi kita ditemukan dalam pasal 3 huruf & th
petroleum ( Tax Code, 1997) negara India. PasaluBuhi
berbunyi sebagi berikut :

“Petroleum” means crude oil existing in its natural

condition i.e. all kinds of hydrocarbons and bituree

both in solid and in liquid form, in their naturatate or
obtained fromnatural Gas by condensation or extoamt
including distillate and condensate (when commidgle
with the heavier hydrocarbons and delivered as endl

at the delivery point) but excluding Natural Gas'.

“Petroleum berarti minyak mentah yang keberadaannya

dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis

hidrokarbon bitumen, keduanya baik dalam bentulapad
dan cair, yang diperoleh dengan cara kondensasi

(pengembunan) atau digali di dalamnya dengan cara

distalasi (sulingan/saringan) (bilamana berkaitangan

hidrokarbon yang sangat berat yang direktori sebaga
bentuk campuran), tetapi tidak termasuk gas alam”.

Dalam definisi ini, tidak hanya penjelasan tentang
pengertian petroleum, tetapi juga tentang bentukpem@snya
dan cara untuk memperolehnya. Petroleum dalam igiefim
dikonstruksikan sebagai minyak mentah. Bentuknyaugze
benda padat dan cair. Jenisnya berupa hidrokar@omitlimen.
Cara memperolehnya dapat dengan kondensasi (pengamb
digali, dan disuling.

Definisi gas alam dalam Pasal 3 huruf g The Patrole
Tax Code, 1997 negara India sangat luas karenanddddinisi
ini dijelaskan unsur- unsur gas alam dan prosedybsinya.
Proses produksi itu meliputi kondensasi dan ekstiainisi
yang lain dapat kita baca dalam Pasal 1 ayat (2) NdU22
Tahun 2001 tentang Miyak dan Gas Bumi. Gas Bumada

“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam

kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupaGasa

yang diperoleh dari proses penambangan migas.”

Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon.
Hidrokarbon adanya senyawa-senyawa organik di nsetiap
molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidregga.
Karbon adalah unsur bukan logam yang banyak tetddipa
alam, sedangkan hidrogen adalah gas tak berwa®etrbau,
tak ada rasanya, menyesakkan, tetapi tidak bers#atin,
dijumpai di alam dalam senyawa dengan oksigen.

Bahan-bahan bukan Hidrokarbon ini biasanya dianggap
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sebagai kotoran karena pada umumnya akan memberikan
gangguan pada proses pengolaan minyak bumi dal&ngki
minyak dan berpengaruh jelek terhadap mutu proddipun
produk bahan bakar minyak terdiri atas :

1. Bensin penerbangan;

2. Bensin motor;

3. Bahan bakar jet;

4. Kerosin;

5. Solar;

6. Minyak diesel dan;

7. Minyak bakar.

2. 1zin usaha Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 UU RI No.22
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, bahwa :

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalamalPas
angka 2 yaitu kegiatan usaha pengolahan, pengaagkut
penyimpanan, dan niaga dapat dilaksanakan oleh rBada
Usaha setelah mendapat Izin usaha dari PemeriBtatan
Usaha baru dapat melaksanakan kegiatannya setelah
mendapat izin usaha dari pemerintah.

(2) 1zin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usahay&kn
Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan ata
a) lzin usaha pengolahan;

b) 1zin usaha pengangkutan;
c) lzin usaha penyimpanan, dan
d) Izin usaha niaga;

Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satwigaha
sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan upsmat
perundang- undangan yang berlaku. 1zin usaha pakukit
memuat :

1) Nama penyelenggara;

2) Jenis usaha yang diberikan;

3) Kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;

4) Syarat-syarat teknisi;

Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat
digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pemerinaplat d
menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiata
membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha laekdas:

1). Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan ya@agtten
dalam izin usaha:

2). Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin;usaha

3). Tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berkiasar
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undang- undang ini.

Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha,

pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatdamse
jangka waktu yang telah dilakukan atau pemenuhasyaeatan
yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilakan oleh :
1). Badan Usaha Milik Negara,;
2). Badan Usaha Milik Daerah;
3). Koperasi, Usaha Kecil; dan
4). Badan Usaha Swasta.

Keempat jenis badan usaha itu dapat mengajukan
permohonan untuk mendapatkan izin usaha dalam miedak
kegiatan usaha hilir.

B. Tinjauan Umum Tentang POM MINI
1. Pom Mini

Pom Mini atau biasa disebut juga pertamini adasdiell
yang digunakan oleh penjual bahan bakar minyak (BBbt&ran
yang tidak lagi menggunakan jeriken atau botol, am&han
menggunakan suatu alat pompa manual dengan gédasaria
Pertamini telah ada sekitar tahun 2012 dan mulaaknaekitar
tahun 2014 Kios ini menjadi alternatif tempat pengisian BBM
khususnya bagi kendaraan roda dua yang kehabisem takar
sementara lokasi SPBU masih jauh. Selain menjuasibgenis
Premium, sebagian kios Pertamini juga mulai médnjyanis
Pertamax.

Meskipun memiliki nama yang mirip, Pertamini bukan
bagian dari PT. Pertamina dan dimasukkan ke daEompok
bisnis yang ilegal. Sales Executive BBM Retail Wertamina
Wilayah Bengkulu, Sigit Wicaksono HP. menyebutkahva
yang termasuk ke dalam bagian resmi Pertaminadalah
Stasiun  Pengisian Bahan Bakar Umum (HPBtasiun
Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), dan Agemium
dan Minyak Solar (APMS].

2. Asaslegalitas

Prinsip berlakunya hukum pidana menurut waktu festla
dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Prinsip yang tileem dalam
Pasal 1 ayat 1 mensyaratkan bahwa harus tertddiulu
adanya aturan tentang suatu perbuatan tertentudjimmgng agar
perbuatan itu dapat dipidana, dan inilah yang dikelengan asas

* http://kupasperminyakan.com/pertamina-pertaminiléggal  diakses pada
tanggal 24 november 2018
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legalitas. Asas ini telah berlaku mutlak bagi negaggara yang
hukum pidanya telah dikodifikasi dalam suatu weksbe

Asas legalitas atau yang dikenal dengan as#la poena
dalam pasal 1 ayat 1 KUHP itu berasal dari rumisdrasa latin
oleh Anselm von Feuerbach yang berbufwullum crimen nulla
poen, sine praevia lege poenal(kadang-kadang katactimer?

itu di ganti dengan delictunf) yang artinya kira-kira: tiada

kejahatan/delik, tiada pidana, kecuali jika sudala aindang-

undang sebelumnya yang mengancam dengan pitlana.
Berangkat dari pengertian tersebut Komariah Emong

Sapardjaja yang Dbertitik tolak pandangan Groendnijs

menyebutkan ada empat makna yang terkandung data®m a

legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, vaitu :

1) Bahwa pembuat undang-undang tidak boleh memberdakuk
suatu ketentuan pidana berlaku mundur.

2) Bahwa semua perbuatan yang dilarang harus dimdamda
rumusardelik sejelas-jelasnya.

3) Hakim dilarang menyatakan bahwa terdakwa melakukan
perbuatan pidana didasarkan pada hukum tidak igemtéau
hukum kebiasaan.

4) Terhadap peraturan hukum pidana dilarang diterapkan
analogi.

Moeljatno  menyebutkan  bahwa asas legalitas
mengandung tiga pengertian, yaitu :

1) Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dgpigana
kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalsuatu
aturan undang- undang.

2) Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidakhbole
digunakan analogi (kiyas).

3) Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut.

Lebih lanjut Cleirn & Nijboer, mengatakan hukum gune

itu adalah hukum tertulis. Tidak ada seorang pyratdi pidana

berdasarkan hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan tidak

menciptakan hal dapat dipidanstrafbaarheid. Asas legalitas
katanya berarfi:

1) Tidak ada ketentuan yang samar-samar (maksudnyafaber
karet)

2) Tidak ada hukum kebiasadeX Scripta

®> Adami Chazawi, 201Relajaran Hukum Pidana, (Jakarta: Rajawali Pers,),him. 169
® Teguh Prasetyo, 2014ukum Pidana(Jakarta: Rajawali Pers,),him. 37

’ Moeljatno, 2000Asas-Asas Hukum Pidan@akarta : PT. Rineka Cipta,),him..25.

® Andi Hamzah, 1994Asas-Asas Hukum Pidan@akarta : PT. Rineka Cipta,), hal. 41
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3) Tidak ada analogi (penafsiran ekstentif, dia hamgmerima
penafsiran teologis).

Dalam asas legalitas terdapat dua macam prinsiyp ata
asas untuk patut tidaknya seseorang dipidana hal ini terkait
dengan adanya hukum tertulis dan hukum tidak tsstplinsip
atau asas tersebut adalah :

1) Asas legalitas formal yang sudah dirumuskan seslesglisit
dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Asas ini menggariskan,
bahwa dasar untuk menentukan patut tidaknya suatu
perbuatan dianggap melawan hukum atau perbuatamaid
sehingga karenanya pelakunya dapat dipidana adalah
ketentuan dalam Undang-undang yang sudah ada sebelu
perbuatan itu dilakukan.

2) Asas legalitas material, prinsip ini tidak dirumasksecara
formal dalam KUHP, tetapi prinsip ini dipegang thgoleh
masyarakat. Asas legalitas ini menggariskan bahmtaku
menentukan melawan hukum atau perbuatan pidanahadal
nilai-nilai dalam bermasyarakat.

1. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Penjualan BBM Pom Mini menurut
Undang- Undangan.

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dicheraliki
sumber daya alam yang melimpah. Dengan memilikib&sndaya
alam yang melimpah, maka untuk mengaturnya dipanu&danya
payung hukum untuk mengatur semuanya agar tidajdieya
permasalahan yang tidak diinginkan.

Sebagai sebuah negara hukum indonesia memiliki W45
yang menjadi acuan dalam pembuatan peraturan. Mangamber
daya alam diatur didalam Pasal 33 ayat (2) yangyatakan,“Bumi
dan air dan kekayaan yang terkandung didalamnyaiaski oleh
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kentakmakyat.”

Di Indonesia, penggunaan akan bahan bakar minyagasa
tinggi. Penggunaan bahan bakar minyak hampir diskelkegiatan
masyarakat. Penyumbang terbesar penggunanya akiatataraan
bermotor, baik itu roda dua dan roda empat. Sebagaioh,
penjualan kendaraan bermotor di Kutai Timur seda kenaikan.
Dengan terjadinya kenaikan penjualan tersebut rkekatuhan dan

° Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (2).
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penjualan bahan bakar juga sangat tingi. Oleh kaiterperlu adanya

peningkatan jumlah penjualan bahan bakar guna mryagigi

kendaraan yang ada di jalanan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesgiatan ini
masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditemtubahwa yang
dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku ugahg memiliki
badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22nT2001.
Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamini tidakmifiki izin
untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itgajuPertamini
dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuélakukan
kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usah@ lgarbadan
hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatarahe hilir,
dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedaganyak
Pertamini adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilusha
memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin asadalah izin
yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanat@atan
usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telalalkaeriSurat izin
yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersdblahaSurat 1zin
Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang
Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usahen B@giatan
Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM NoT&hun
2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usahak ubisa
melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha pdida Permen
ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 seetailiki
pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang2Rd.ahun
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 PermddMESI0. 7
Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha miezagaj
permohona izin usaha, yaitu:

1 Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimakslaimnd
Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohizman
Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal ndik@pi
dengan persyaratan administratif dan teknis.

2. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yanghasifigan
Bahan Bakar Minyak, lIzin Usaha Pengangkutan BahakaB
Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi MelalpaRilzin
Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, 1zin UsalagdNGas
Bumi dan lIzin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disaikgm
tembusannya kepada Badan Pengatur.

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini membarika
kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamituk un
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melakukan kegiatan usahanya menjadi legal dengajadigoenyalur
BBM. Adapun dengan cara memenuhi persyaratan yaag tiatur,
yaitu memiliki kegiatan usaha dagang yang dikeloleh Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes), memenuhi standar kesehat
keselamatan kerja, dan lingkungan (K3L), memiliikarasy dan
fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha, memiiki lokasi dari
Pemerintah Daerah, lokasi kegiatan usaha berjatak 8ari APMS
atau 10 km dari SPBU. Ini merupakan solusi damj&leluar bagi
pedagang minyak Pertamini agar kegiatan usahanygadielegal
didepan hukum, serta memenuhi kriteria untuk medakukegiatan
usaha hilir minyak.

B. Pengawasan Penjualan BBM di Pom Mini Berkaitan Dengan
Perlindungan Konsumen.

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhankpoko
masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melils&makin
banyaknya penjual BBM di Pom Mini yang ada pada yaakat,
maka penulisan ini juga akan membahas mengenaiap&sgn
terhadap penjual minyak eceran Pom Mini berkaitaangdn
perlindungan konsumen. Semakin banyaknya penjuajlakieceran
Pom Mini tersebut apabila tidak dilakukan pengawasa
dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tiéglalldalam
melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak bkepkda
konsumen yang membeli minyak pada penjual eceran Rini
terkait kepastian takar dan keamanan konsumen.kubiganya
suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuak nmenjaga
konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan keawajderta
sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak ecemam P
Mini adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertgata dengan
hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalamahinrd
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas iBum
mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para prhal tidak
memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hihninyak.
Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 ngnddndang
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang
menyebutkart®
1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasah@3

% Indonesia Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentaingaW dan Gas
Bumi, pasl 53.
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izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana pepaing
lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp080.000.000
(lima puluh miliar rupiah);
Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasaigz8izan
usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana pengdiray p
lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp.
40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (23 izam
usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjdireg pa
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp030.000.000
(tiga puluh miliar rupiah);
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpasaha
Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lamgiga)
tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.0@@ @uluh
miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan

mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasalah izin
kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1.

Izin usaha pengolahan, vyaitu kegiatan memurnikan,
memperoleh  bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan
mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau (Basni,
tetapi tidak termasuk pengolahan lapantjan;
Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahiexyak
Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari \aitayerja
atau dari tempat penampungan dan pengolahan, tgmas
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi datridusi;
Izin usaha penyimpanan, vyaitu kegiatan penerimaan,
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyaki Bu
dan/atau Gas Bumi;
Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, peapyatkspor,
impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, ternkaNiaga
Gas Bumi melalui pipa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adadaigah

cara melalui pengawasan agar konsumen merasa whgind
Terpenuhinya suatu kebutuhan masyarakat terhadbanbbakar
minyak bergantung terhadap proses pendistribusararb bakar
minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersehl
masyarakat atau tidak.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 20thang

Minyak dan Gas Bumi menyebutkan :

" |bid. Pasal 1 angka 11.
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“‘pemerintah  bertanggung jawab atas pengaturan dan
pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksuadndayat
(2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan dBgdan
Pengatur”,*2

Pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan,
“Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir
berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Benty **

Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengabgr
didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk meamngadan
mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak.

Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ajatdn
Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suaturbgdag bertugas
untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatamausdir
minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah y&#adan
Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BRHgas
memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadapatan
usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, peggatan,
penyimpanan, dan niaga. BPH Migas melakukan perggmwagar
penyediaan dan pendistribusian minyak terjaminetlirsh wilayah
serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pasgawyang
dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan uatdha pelaku
usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah kntoelakukan
kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Denganiklan, maka
pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Parntidak
masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BRjddwarena
tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan upaan
kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintada melalui
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerig®DM
melakukan pengawsan terhadap kegiatan usaha hilir.

Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memaerik
kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui DisxasdBstrian
dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pexsgm
dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiikeh
Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalzah metrologi
minyak dan gas, melakukan pengawsan terhadap heabaceran
minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yangalan pada
industri minyak dan gas bumi di daerah.

2 1bid. Pasal 8 ayat (4).

B |bid. Pasal 41 ayat (3).
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Melalui keterangan yang disampaikan oleh Dispegnda
ditemukan bahwasannya penjual minyak eceran Pomi Min
menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengadasisasi yang
berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam PearaRemerintah
No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi NasiofRP No.
102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayah€lyebutkan,
“‘dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan endan
keperntingan keselamatan, keamanan, kesehatasyarakat,
atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atartimbangan
ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan aecaajib
sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dau gtarameter
dalam Standar Nasional Indonesi*.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjuabkggeran
Pom Mini tidak memenuhi standarisasi yang berldarena tidak
memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehsglaingan
(K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahanabakinyak.
Penjual minyak Pom Mini adalah kegiatan usaha yitegal dan
tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pom Mini tidak
memenuhi standar yang berlaku seperti tempat pgranan minyak
yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber yang
membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesetidak ada.
Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti hargamyak yang
terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyalg telah
ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyakgydikeluarkan
tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pom Niga
merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukdanbusaha
yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai demga
Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindunga
Konsumen. Undang- undang tersebut menyebutkan Isaimuga
konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yajug fantang
produk, mendapatkan barang yang sesuai denganusafiar dan
tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, makalpe
minyak eceran Pom Mini harus dilakukan penertibpamena
terbukti melanggar peeraturan yang berlaku. PafalUdang-
Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas iBum
menyebutkan pmengenai pihak yang memiliki wewenanguk

“Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun @0@8ng Standarisasi Nasional,
pasal 12 ayat (3).
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melakukan penertibpan, yaitu pihak Kepolisian Réguindonesia

(Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPN®pyleertugas dan
bertanggung jawab dalam departmen kegiatan usahamkndan gas
bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daseralalui Dinas

Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikpat
diambil kesimpulan bahwasannya penjual minyak ec@@m Mini
tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga ataun byalag
mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pom. Mial ini
dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resdari pemerintah
untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumbagsegmana
yang telah diatur dalam perundang-undangan yangkoerSelain
tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahmggulasi dan
pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dal@megakan
peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya perggwalan
tindakan kepada penjual minyak Pom Mini maka dalaath ini
konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidakpeeuhi
sebagaimana mestinya.

Proses penertibpan dan penindakan dapat dilakul@m o
Polisi, PPNS yang bekerja pada departmen minyakgadanbumi,
dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagsko®n yang
merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pom Mga dapat
melakukan gugatan. Di latar belakangi oleh izingyaidak dimiliki
oleh para penjual minyak Pom Mini dan juga tidgkediuhinya hak
konsumen oleh penjual minyak Pom Mini. Selain itugg,
konsumen dapat berperan aktif membantu pihak barwajtuk
melakukan penertiban penjual minyak Pom Mini.

V. PENUTUP
A. Kesmpulan

1. Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) PoMini tidak
sesuai menurut Undang-berlaku, karena tidak sestzudar
dengan aturan yang tercantum didalam Undang-undangpr 2
tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan PerBPH MIGAS
Nomor 6 tahun 2015.

2. Sebagaimana yang diketahui, penjual minyak ececan Mini
adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentaigsgan
hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana.
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B. Saran

1. Bagi aparat Pemerintah diharapkan lebih mempeidmatik
kebutuhan masyarakat saat ini. Alangkah baiknyaerseg
mengeluarkan aturan khusus mengenai usaha Pomtédgabut
agar tidak menimbulkan kerancuan dan lemahnya pergsn
terhadap segala kegiatan usaha bisnis masyarakat.

2. Bagi masyarakat atau konsumen diharapkan lebihabdrnati
ketika membeli BBM Pom Mini, lebih bijak didalam mdih.
Apabila tidak sedang terdesak lebih baik mengidiababakar
kendaraan ke SPBU terdekat. Agar terhindar darihhhlyang
tidak diinginkan. Bagi penjual, diharapkan dapanjaknkan apa
yang sudah tertulis didalam aturan perundang-uratang
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